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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki 

peranan penting dalam perkembangan bangsa dan negara di masa yang akan 

mendatang. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak 

perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang 

secara optimal baik fisik maupun mental, maka diperlukan upaya perlindungan serta 

untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap 

pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi 

Namun kenyataannya anak yang seharusnya dilindungi, dijaga, dirawat justru sering 

ditelantarkan. Kasus penelantaran anak justru sering terjadi dan semakin marak 

terjadi di kehidupan kita. Kasus penelantaran anak itu sendiri biasanya terjadi akibat 

orang tua yang mengabaikan anaknya . Faktor kurangnya pengetahuan orang tua 

terhadap hak-hak anak itu sendiri yang menjadikan kasus penelantaran semakin 

marak terjadi. Banyak orang tua justru melakukan eksploitasi terhadap anak mereka, 

seperti menyuruh anak untuk bekerja sebagai pengamen, pengeminis, berdagang di 

lampu merah, disaat seharusnya anak itu mendapatkan haknya untuk mengenyam 

pendidikan di sekolah. 

Kasus Penelanataran anak yang terjadi sering tidak sampai dimeja pengadilan dalam 

penegakan hukum terhadap orang tua yang melakukan tindakan penelantaran 

terhadap anaknya, hal ini merupakan terpuruknya dunia anak di Indonesia. dunia anak 
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yang diharapkan merupakan kegiatan bermain, belajar dan mengembangkan minat 

serta bakatnya untuk masa depan, realitas anak Indonesia masih terus mengalami 

kekerasan. secara kebudayaan mereka masih berada di tengah situasi menindas, 

gambaran tentang anak-anak ideal seperti yang tertera dalam Konvensi Hak Anak 

masih jauh dari kenyataan, mereka masih menjadi bagian yang terpinggirkan, 

tereksplorasi, terepresi oleh lingkungan dan budaya dimana mereka hidup, seperti 

dalam keluarga, masyarakat pendidikan formal di sekolah dan sektor kehidupan 

lainnya. 

Penelanataran anak adalah praktek melepasakan tanggung jawab dan klaim atas 

keturunan degan cara ilegal, hal ini antara lain disebabkan oleh beberapa faktor 

seperti faktor ekonomi dan sosial serta penyakit mental. Seorang anak yang 

ditinggalkan atau dibuang oleh orang tuanya disebuat anak buang. 

Penelantaran anak adalah suatu pihak yang melepaskan tanggung jawab dan klaim 

atas keturunan dengan cara ilegal, hal ini antara lain disebabkan oleh faktor-faktor 

seperti faktor ekonomi dan sosial, serta penyakit mental. Seorang anak yang 

ditinggalkan,dicampakkan  atau dibuang oleh orang tuanya disebut dengan anak 

buangan. Penelantaran anak adalah dimana orang dewasa yang bertanggung jawab 

gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk 

fisik (kegagalan untuk menyediakan pakaian, makanan yang cukup, atau kebersihan), 

Emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), Pendidikan 

(kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah) atau Medis (kegagalan untuk 

mengobati anak atau membawa anak ke dokter).2 Pelaku penelantaran anak adalah 

setiap orang yang melakukan penelantaran terhadap anak. 
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Penelanataran anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas 

keturunan dengan cara ilegal. Hal ini antara lain disebabkan oleh faktor-faktor seperti 

faktor ekonomi dan sosial,serta penyakit mental.seorang anak yang ditinggalkan atau 

dibuang oleh orangtuanya disebut dengan bayi terlantar atau anak buangan (berbeda 

dengan anak yang kabur atau yatim piatu). Penelantaran anak merupakan tindakan 

yang dilakukan oleh orangtua,wali ataupun keluarga dengan melepaskan 

tanggungjawab terhadap anak dengan tidak memberikan sandang,pangan dan papan. 

Penelantaran anak adalah salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindakan 

kekerasaan yang dialami oleh anak  dan ini merupakan pelanggaran HAM terhadap 

anak.Bentuk perlindungan secara hukum oleh Negara kepada anak,sebenarnya telah 

dinyatakan dengan dibentuknya undang-undang khusus untuk anak diantaranya 

konvensi hak anak tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui keputusan presiden 

Nomor 36 Tahun 1990 ,Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. 

Banyaknya kasus penelantaran anak di Indonesia yang terjadi, namun tidak diikuti 

dengan penegakan hukum. Menurut peneliti persoalan ini bisa terjadi karena tidak 

ada penegasan secara hukum bahwa perbuatan penelataran anak oleh orang tua masuk 

ke dalam kategori perbuatan pidana. Selama ini mungkin dianggap sebagai hal yang 

biasa, karena orang tua jelas bertanggangung jawab terhadap anaknya. Akibatnya 

perbuatan penelantaran tidak pernah diusut, kecuali memang, perbuatan tersebut 

dianggap berat, seperti matinya si anak. 
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Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang dijunjung tinggi dan setiap anak 

yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta, dalam 

Konvensi Hak Anak terdapat 4 (empat) prinsip umum yang menjadi dasar dan acuan 

bagi para pihak khususnya negara saat melakukan kewajibannya memenuhi, 

menghormati dan melindungi hak-hak anak, prinsip-prinsip tersebut antara lain: 

1. Prinsip non-diskriminasi, prinsip ini mewajibkan negara agar semua anak 

yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlakuan yang sama; 

2. Prinsip kepentingan terbaik anak, prinsip kepentingan terbaik secara 

sistematis dengan mempertimbangkan hak-hak anak dan kepentingan anak 

akan dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan badan-badan tersebut; 

3. Prinsip asas keberlangsungan hidup dan perkembangannya; 

4. Prinsip penghargaan terhadap anak. 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “Pemidanaan Terhadap Pelaku 

Menempatkan dan Membiarkan Anak Dalam Situasi Penelantaran (Studi 

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN PTI)”. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang dalam suatu penyusunan karya ilmiah agar lebih 

mendalam,terarah dan tepat mengenai sasaran,maka permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penerapan pemidanaan terhadap pelaku menempatkan dan 

membiarkan anak dalam situasi penelantaraan(Studi Putusan Nomor 

82/Pid.Sus/2022/PN Pti). 
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2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap 

pelaku menempatkan dan membiarkan anak dalam situasi penelantaraan(Studi 

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pti). 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penyusun yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui penerapan pemidanaan terhadap pelaku untuk 

menetapkan dan membiarkan anak dalam situasi penelantaraan(Studi 

Putusan Nomor 82/Pid.sus/2022/PN Pti) 

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana 

terhadap pelaku menepatkan dan membiarkan anak dalam situasi 

penelantaraan(Studi Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pti) 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian ini sebagai berikut : 

1. Manfaat Secara Teoritis, 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan Ilmu pengetahuan tentang Tindak Pidana Khusus 

2. Manfaat Praktis, 

a. Memberikan pandangan atau gambaran kepada pelajar atau masyarakat untuk 

lebih mengetahui dan memahami tentang penerapan sanksi hukum 

b. Memberikan pendapat bagi polisi, jaksa, advokat, dan hakim dalam 

mengetahui bagaimana memberikan sanksi hukum 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Tindak Pidana Merupakan dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) Kejahatan 

atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis.Kejahatan atau 

perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seprti dalam peraturan 

pidana.
1
 

Menurut beberapa ahli yang diketahui tentang tindak pidana adalah: Menurut 

Moeljatno suatu perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu 

aturan hukum,akan tetapi larang tersebut disertai dengan suatu ancaman (sanksi 

)berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2
 

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan suatu perbuatan 

atau tindak pidana yang dapat bersangkutan dengan arti orang yang akan melakukan 

dengan unsur kesengajaan ataupun ketidaksengajaan yang diinsyaratkan oleh 

Undang-undang. 

Menurut Simons, merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi 

pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan 

dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab. 

                                                           
1
 Sudikno Mertokusumo,Mengenal Hukum ,Liberty,Yogyakarta ,1999,hal 10  

2
 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi ,Hukum Pidana,Kencana ,Jakarta 2014,hal 35  
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E. Utrecht, menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena 

peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun 

akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan). 

Menurut Moeljatno, merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan 

sanksi pidana oleh undang-undang kepada siapa saja yang melanggar larangan 

tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu 

hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. 

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi 

pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Istilah tindak pidana 

berasal dari bahasa Belanda, yaitu strafbaarfeit,. Saat merumuskan undang-undang, 

pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, 

atau tindak pidana. 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu sudut 

pandang teoritis yang mencerminkan pandangan para ahli hukum, dan sudut pandang 

undang-undang yang berkaitan dengan bagaimana perbuatan itu dirumuskan dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

a. Perspektif Teoritis 

Dari sudut pandang teoritis, unsur-unsur tindak pidana mencakup elemen-elemen 

berikut: 

1) Perbuatan Manusia Tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia, baik 

perbuatan aktif (berbuat) maupun perbuatan pasif (tidak berbuat atau 

melalaikan kewajiban). 
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2) Sifat Melawan Hukum (Wederrechtelijk)Perbuatan tersebut harus melanggar 

norma-norma hukum atau melawan hukum yang berlaku. 

3) Diancam dengan Pidana Perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana, 

artinya telah ditentukan dalam undang-undang bahwa pelakunya dapat dikenai 

hukuman jika melakukan perbuatan tersebut. 

4) Kemampuan Bertanggungjawab Pelaku tindak pidana harus memiliki 

kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, berarti ia berakal sehat dan 

mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya. 

5) Kesalahan (Schuld)Pelaku harus disertai kesalahan atau kesengajaan dalam 

melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan ini berkaitan dengan unsur niat atau 

tujuan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut. 

b. Perspektif Undang – Undang 

Dari sudut pandang undang-undang, unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara 

lebih khusus dan detail dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. 

Setiap  memiliki rumusan yang spesifik dalam undang-undang yang berlaku, dan 

pelaku harus memenuhi semua elemen yang tercantum dalam rumusan tersebut agar 

dapat dijerat dengan hukuman. 

Misalnya, untuk suatu tindak pidana pencurian, pasal perundang-undangan yang 

mengatur tentang pencurian akan mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus 

dipenuhi, seperti perbuatan mengambil barang orang lain, tujuan untuk memiliki 

barang tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan lain sebagainya. 

 Menurut EY Kanter dan SR Sianturi ,unsur-unsur dari tindak pidana yaitu : 

1) Subjek 
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2) Kesalahan 

3) Waktu dan tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya) 

Ada Moeljatno mengetahui tentang unsur-unsur tindak pidana 

1) Harus dilakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan 

2) Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat 

3) Perbuatan itu harus merupakan suatu perbuatan manusia 

Menurut Ahli Lamintang,ada unsur objektif yang berhubungan dengan suatu 

keadaan-keadaan,merupakan suatu keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus 

dilakukan.Unsur-Unsur 

1) Suatu perbuatan manusia ,dapat di bagi atas suatu perbuatan yang bersifat 

positif dan bersifat negatif yang dapat menyebabkan suatu pelanggran pidana . 

2) Akibat suatu perbuatan manusia adalah akibat yang terdiri atas merusaknya 

atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma 

hukum pidana itu perlu ada supaya dapat di pidanakan. 

Cyber Crime merupakan  aktivitas kejahatan di semua dunia maya dengan 

memanafaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai media 

atau perbuatan melawan hukum yang dapat menggunakan srana internet yang 

berbasis pada Kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi.Kejahatan di 

dunia maya tersebut bisa mengakibatkan suatu kerugian Materil maupun immateril 

seperti suatu waktu,nilai,jasa dan lain-lain yang dapat menghilangkan harga diri serta 

mertabat seseorang 
3
 

                                                           
3
 Ibrahim Fikma Edrisy,Kamilatun.2019.Pengantar Hukum Siber ,Kotabumi:Universiatas 

Muhammadiyah Kotabumi,hal 7  
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3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

a. Berdasarkan KUHP 

Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan 

pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP. 

b. Berdalsalrkaln Calral Merumuskalnnya l 

Tindalk pidalnal dalpalt dibalgi menjaldi formil daln malteril. Tindalk pidalnal formil 

didalsalrka ln paldal altura ln prosedurall, sedalngkaln malteril terkalit dengaln alspek substalnsi 

kejalhalta ln. 

c. Berdalsalrkaln Walktu Terjaldinya l 

Tindalk pidalnal dalpalt terjaldi seketika l a ltalu berlalngsung dallalm walktu lalmal. Misallnya l, 

pencurialn aldallalh perbualtaln pidalnal seketikal, sementalral penipualn ya lng berlalngsung 

dallalm walktu tertentu jugal termalsuk ke dallalm delik 

d. Berdalsalrkaln Bentuk Kesallalhaln 

Tindalk pidalnal da lpalt dibalgi menjaldi sengaljal daln tidalk sengalja l.  Sengaljal terjaldi ketikal 

pelalku denga ln sengaljal melalkukaln perbualta ln yalng dilalralng oleh undalng-undalng, 

sedalngkaln tidalk sengalja l terjaldi alkibalt kelallalia ln altalu ketidalk sengaljalaln. 

e. Berdalsalrkaln Sumbernya l 

Tindalk pidalnal dibedalkaln menjaldi  umum (alpplies to alll) daln khusus (alpplies to 

specific groups or situaltions). 

f. Berdalsalrkaln Malca lm Perbualtalnnyal 

Tindalk pidalna l alktif (komisi) aldallalh tindalkaln yalng melibaltkaln perbualtaln, seperti 

pencurialn alta lu penipualn. Sedalngkaln perbualtaln delik palsif (omisi) aldalla lh tindalkaln 
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ya lng terjaldi kalrenal kelallalialn untuk melalkukaln sesualtu ya lng seha lrusnyal dilalkukaln, 

seperti tidalk memberikaln pertolongaln ketikal diperlukaln. 

g. Berdalsalrkaln Kepentingaln Hukum ya lng Dilindungi 

Tindalk pidalnal da lpalt dibalgi berdalsalrkaln kepentinga ln hukum ya lng dilindungi, ya lng 

bervalrialsi terga lntung paldal jenis kejalhaltaln. 

h. Berdalsalrkaln Kalli Perbualtaln 

Perbualtaln pidalnal tungga ll terjaldi dalla lm saltu perbualtaln, sementalral perbualtaln 

pidalnal  beralngkali melibaltkaln bebera lpal perbualtaln yalng terhubung daln salling 

melengkalpi. 

i. Berdalsalrkaln Pengaldualn 

Tindalk pidalnal bialsal aldallalh tindalkaln yalng dalpalt diusut daln dituntut oleh alpalralt 

penegalk hukum talnpal aldalnya l pengaldualn dalri pihalk tertentu, sementalral delik 

pengaldualn memerlukaln penga ldualn resmi dalri pihalk yalng meralsa l dirugikaln algalr 

penuntutaln dalpa lt dilalkukaln. 

j. Berdalsalrkaln Subjek Hukum 

Tindalk pidalnal communial a ldallalh tindalk perbualtaln ya lng dalpa lt dilalkukaln oleh sialpa l 

saljal, sedalngkaln delik proprial aldallalh tindalkaln ya lng halnya l da lpalt dilalkukaln oleh 

oralng-oralng tertentu ya lng memiliki kuallifikalsi khusus. 

Menurut KUHP ya lng berlalku sekalralng ,peristiwal pidalnal itu aldal dalla lm dual jenis 

ya litu : misdriff (Kejalhaltaln)  ALtalu Overtreding (Pelalnggalraln).KUHP tidalk 

memberikaln syalralt-sya lralt untuk  membedalkaln kejalhalta ln daln pelalnggalraln .KUHP 
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halnyal menentukaln semual yalng terdalpalt dallalm buku II aldallalh kejalhaltaln,sedalngkaln 

semual yalng terdalpalt dallalm buku III aldallalh pelalngga lraln .
4
 

Dallalm kepustalkalaln hukum pidalnal,umumnya l palral a lhli hukum pidalnal teleh 

mengaldalkaln pembedalaln alntalral berbalgali malca lm jenis tindalk pidalnal (delik).Bebera lpal 

dialntalral perbedala ln yalng terpenting alda llalh : 

- Kejalhaltaln (Rechtdelicen) aldallalh perbualtaln ya lng bertentalngaln denga ln 

kealdilaln,terlepals alpa lkalh perbua ltaln itu dialncalm pidalnal dallalm sua ltu undalng-

undalng altalu tidalk,ja ldi ya lng benalr-benalr diralsalkaln malsya lralkalt sebalgali 

bertentalngaln denga ln kealdilaln misallnyal pembunuhaln,pencurialn.Delik semalca lm 

ini disebut kejalhaltaln
5
. 

- Pelalnggalraln (wetsdelicten ) iallalh perbualta ln ya lng oleh umum balru di saldalri 

sebalgali pihalk pidalna l kalrenal undalng-undalng menyebutnya l sebalgali 

delik,dikalrena lkaln terdalpalt undalng-undalng ya lng mengalncalm denga ln 

pidalnal.Misallnyal memalkirkaln mobil di sebelalh kalnaln jallaln.Delik semalcalm ini 

dosebut pelalnggalraln. 

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penelantaran Anak 

1. Pengertian Tindak Pidana Penelantaran Anak 

Penelalntalraln alnalk alda llalh perlalkualn oralng tual terhaldalp alnalknya l dallalm melepalskaln 

talnggung jalwalb daln kewaljibaln dengaln calra l ya lng sallalh,daln aldal beberalpal falktor 

penyebalbnya l seperti  falktor sosiall, ekonomi,penyalkit mentall. 

                                                           
4
 C.S.T Kalnsil daln Christine S.T Kalnsil Op,Cit hall 41 

5
 Ismu Gunaldi daln Jonaledi Efendi,Op,Cit 
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Penelalntalraln alnalk disebutkaln dallalm palsall 1 alngka l 6 undalng No 35 Talhun 2014 

Perubalhaln ALtals Undalng-Undalng No 23 Talhun 2002 Tentalng perlindungaln alnalk yalng 

malnal seoralng a lnalk dalpalt dikaltalkaln terlalnta lr jikal kebutuhalnnyal seperti fisik yalitu 

malkaln sehalt daln bergizi sesuali kebutuhaln tumbuh kembalngnyal,kealdalaln mentallnya l 

ya lng terjalmin ya litu terhindalr dalri halk-halk  yalng memberaltkaln mentall alnalk seperti 

perkelalhialn oralng tual daln kekeralsaln seksua ll ,kebutuhaln spirituall seperti kebebalsaln 

alnalk dallalm menjallalnkaln ibaldalhnya l,daln sosiall dimalnal alna lk dalpalt bersosiallisalsi 

dengaln bebals talnpa l aldalnya l tekalnaln.
6
 

Penelalntalraln alnalk aldallalh wujud lalin kekeralsa ln ya lng dima lnal alkalrnyal beralsall dalri 

dallalm rumalh talnggal.lallalinya l oralngtual dallalm melalksalnalkaln kewa ljibalnnya l dengaln 

melindungi halk-halk alnalk.sebalb penelalnta lraln alnalk oleh oralng tual alta lu kelualrgal tidalk 

dialnggalp sebalgali kejalhaltaln, paldalha ll jikal ditelalalh lebih jaluh penelalntalra ln merupalka ln 

alkalr terselubung diballik kemiskinaln daln alcuhnya l malsya lralkalt terhaldalp alnalk yalng 

beraldal di sekita lrnyal sertal kuralng malksimallnya l penalngalnaln alnalk korbaln 

penelalntalraln.
7
 

Umumnyal konsep penelalnaltalraln dipa lhalmi seba lgali sebalta ls hubungaln seseoralng yalng 

memiliki hubungaln dalralh dengaln pelalku penelalntalraln,seperti oralng tual ka lndung alta lu 

kelualrga l sedalralh ya lng mengalbalikaln talnggung jalwalb berupal pemelihalra laln,peralwaltaln 

sehingga l mengalkibaltka ln seseoralng terbengkallali altalu tidalk mendalpalt penghidupaln 

selalyalknya l,nalmun berdalsalrkaln ketentualn palsall 2 alya lt (1) huruf b da lpalt dipalhalmi 

balhwal alnalk salmbung a ltalu a lnalk tiri yalng beralda l dibalwa lh pengalsuhnnyal altals dalsalr 

                                                           
6
 Kurnialwaln ,F.AL(2020)ALspek Pidalnal Penelalntalraln ALnalk Oleh Oralng Tual  

7
 Rudiyalh S (2019) Tindalk Pidalnal Penelalntalraln Terhaldalp ALnalk Dibalwalh Umur Berdalsalrkaln Undalng-

Undalng Nomor 23 Talhun 2002 Tentalng Perlindungaln ALnalk  
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hubunga ln perkalwa lninaln menjaldi talnggung jalwalb oralng tual yalng terikalt dallalm 

perkalwinaln tersebut.malkal penelalntalra ln alnalk tidalk halnyal bisal menjeralt oralng tua l 

kalndung alnalk nalmun oralng tua l salmbung alta lu tiri alnalk dalpa lt terjeralt alkibalt da lri 

hubunga ln perkalwinaln altalu perwallialn ya lng salh. 

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penelantaran Anak 

Bentuk-Bentuk Penelalnaltalraln ALnalk sebalga li berikut : 

a. Penelalnalta lraln fisik a ldallalh kalsus yalng palling balnya lk ditemui,misallnya l 

keterlalmbaltaln balntualn,medis,pengalwalsaln yalng kuralng memaldali,sertal tidalk 

tersedialnya l kebutuhaln alkaln ralsal alma ln dallalm kelualrgal 

b. Penelalnalta lraln pendidikaln terjaldi ketikal alkaln sealkaln-alkaln mendalpalt 

pendidikaln  ya lng sesuali paldalhall alnalk tidalk dalpalt berpestalsi secalra l 

optimall,lalmal-kelalma laln hall ini menga lkibaltkaln prestalsi menurun disekolalh 

c. Penelalntalraln secalral emosi dalpalt terjaldi misallnya l ketikal oralng tual tidalk 

menya ldalri kalhaldira ln alnalk ketikal ribut dengaln palsalngalnnyal,a ltalu oralngtual 

memberikaln  perlalkua ln daln kalsih salyalng yalng berbedal dialntalral alna lk-

alnalknya l 

d. Penelalntalraln Falsilitals Medis,hall ini terjaldi ketikal oralng tual galgall 

menyedialkaln falsilitals kesehaltaln untuk alnalk pa ldalhall fialnsiall memaldali 

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penelantaran Anak 

Setelalh mengetalhui daln memalhalmi pengertialn dalri tindalk pidalnal, malkal di dallalm 

tindalk pidalnal tersebut terdalpalt unsur-unsur tindalk pidalna l. Paldal halkikaltnya l, setialp 

perbualta ln pidalnal halrus dalri unsur-unsur lalhirialh (falktal)oleh perbualtaln, mengalndung 
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kelalkualn daln alkibalt ya lng ditimbulkaln kalrenalnya l. Kedualnya l memunculkaln kejaldialn 

dallalm allalm la lhir (dunial). 

Unsur-unsur tindalk pidalnal yalitu: 

a. Unsur Objektif 

Unsur yalng terda lpalt di lualr si pela lku.Unsur-unsur yalng aldal hubungalnnya l dengaln 

kealdalaln, yalitu dallalm kealdalaln di malnal tindalkaln-tindalkaln si pelalku itu halnya l 

dilalkukaln terdiri da lri: 

1) Sifalt melalnggalr hukum 

2) Kuallitals dalri si pela lku 

3) Kalusallitals 

b. Unsur Subjektif 

Unsur yalng terdalpalt a ltalu melekalt paldal diri si pelalku,altalu yalng dihubungkaln dengaln 

diri si pelalku daln termalsuk didallalmnya l segallal sesualtu yalng terkalndung di da llalm 

haltinya l.Unsur ini terdiri dalri: 

1) Kesengaljalaln altalu ketidalk sengaljalaln (dolus alta lu culpal) 

2) Malksud paldal sualtu percobalaln, seperti ditentukaln dallalm palsall 53 alya lt(1) 

KUHP. 

3) Malcalm-malcalm malksud seperti terdalpalt dallalm kejalhaltaln-kejalhaltaln pencurialn, 

penipualn, pemeralsa ln, daln sebalgalinya l. 

4) Merencalnalkaln terlebih dalhulu, seperti teca lntum dalkalm palsall 340KUHP, yalitu 

pembunuhaln yalng direncalnalka ln terlebih da lhulu. 

5) Peralsalaln talkut seperti terdalpalt di dallalm palsall 308 KUHP. 
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C. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana 

1. Pengertian Pertanggungjawaban pidana 

Menurut Roeslaln Salleh pertalnggungjalwalba ln pidalnal dialrtikaln sebalgali diteruskalnnya l 

celala ln ya lng objektif yalng alda l pa ldal perbualtaln pidalnal daln secalra l subjektif memenuhi 

syalralt untuk dalpalt dipidalnal kalrenal perbua ltalnnyal itu.
8
 

Pertalnggungjalwalbaln pidalnal aldallalh sualtu bentuk untuk menentukaln alpalkalh seoralng 

tersalngkal altalu terdalkwal di pertalnggung jalwalbkaln altals sualtu tindalk pidalna l ya lng telalh 

terjaldi. Denga ln kaltal la lin pertalnggung jalwalbaln pidalnal aldallalh sualtu bentuk ya lng 

menentukaln alpalkalh seseoralng tersebuut dibebalsa lkaln altalu dipidalnal. 

Dallalm pertalnggung jalwalbaln pidalnal malka ln bebaln pertalnggung jalwalbaln dibebalnka ln 

kepaldal pela lku pelalnggalraln tindalk pidalnal berkalitaln dengaln dalsalr untuk menjaltuhkaln 

salnksi pidalnal. Seseoralng alkaln memiliki sifalt pertalnggungjalwalba ln pidalnal alpalbilal 

sualtu hall/perbualtaln yalng dila lkukaln olehnyal bersifalt melalwaln hukum,nalmun 

seseoralng da lpalt hilalng sifalt bertalnggung jalwalbnyal alpalbilal di dallalm dirinya l 

ditemukaln sualtu unsur yalng menyebalbkaln hilalngnya l kema lmpualn bertalnggung jalwalb 

seseoralng. 

Pertalnggungjalwalbaln pidalnal sebalgali sua ltu kealdalaln psikis,sehingga l peneralpaln sualtu 

ketentualn pidalnal dalri sudut palndalng umum daln pribaldi dialnggalp paltut sebalgali dalsalr 

aldalnya l talnggung jalwalb dallalm hukum pidalnal aldallalh kealdalaln psikis tertentu palda l 

                                                           
8
 Roeslaln salleh, Pikiraln-Pikiraln Tentalng Pertalnggung Jalwalbaln Pidalnal, Cetalkaln Pertalmal, Jalkalrtal, 

Ghallial Indonesial 
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oralng yalng melalkukaln perbualtaln pidalnal daln aldalnyal hubungaln alntalral kea ldala ln 

tersebut denga ln perbualtaln ya lng dilalkukaln yalng sedemikialn rupa l sehinggal oralng itu 

dalpalt dicelal kalrenal melalkukaln perbua ltaln tersebut.Kitalb Undalng-Undalng Hukum 

Pidalnal (KUHP)tidalk menyebutkaln secalral jelals mengenali sistem pertalnggungjalwalba ln 

pidalnal yalng dia lnut.Beberalpal Palsall dallalm Kitalb Undalng-Undalng Hukum Pidalnal 

(KUHP)sering menyebutkaln kesallalhaln balik berupa l kesengaljalaln altalupun 

keallpalaln,nalmun tida lk mengenali pengertialn kesallalhaln,kesengaljalaln da ln keallpa laln 

tidalk dijelalskaln pengertialnnyal oleh undalng-unda lng. 

Paldal halkikaltnya l pertalnggungjalwalba ln pidalnal ialla lh sualtu sistem ya lng dibalngun oleh 

hukum pidalnal unutk berealksi terhaldalp pelalnggalraln alta ls kesepalkaltaln menolalk sualtu 

perbualta ln tertentu.
9
 

Dallalm hukum pidalnal dikenall istilalh pertalnggungjalwalbaln,balhalsal belalnda l 

menyebutkaln toerekenbalalrheid,dallalm balhalsal Inggris criminall responsibility alta lu 

criminalllialbility. Pertalnggung jalwa lbaln pidalnal,Roeslaln Salleh menyebut 

“pertalnggungjalwalbaln pidalnal”,sedalngkaln Moeljaltno menga ltalkaln erta lnggungjalwalba ln 

dallalm hukum pidalnal”,alhli hukum lalinnya l lebih ba lnyalk menyebutkaln 

sebalgali“perta lnggungjalwalbaln pidalnal”.
10

 

Simons mengaltalkaln kemalmpualn bertalnggungjalwalb da lpalt dialrtikaln sua ltu kealdalaln 

psikis sedemikialn rupal,sehingga l penera lpaln sualtu upalyal pemidalnalaln,balik ditinjalu 

secalral umum malupun dalri sudut oralngnya l dalpalt dibena lrkaln.Selalnjutnya l 

dikaltalkalnnya l,seoralng pelalku tindalk pidalna l malmpu bertalnggungjalwalb alpa lbilal: 

                                                           
9
 Chalirul Hudal, 2006, Dalri Tialdal Pidalnal Talnpal Kesallalhaln Menuju KepaldalTialdal Pertalnggungjalwalbaln 

Pidalnal Talnpal Kesallalhaln, Kencalnal, Cet.Kedual, Jalkalrtal, 
10

 Salmpur Dongaln Simalmoral & Megal Fitri Hertini, 2015, Hukum Pidalnal Dallalm Balgaln,FH 
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Pertalmal,malmpu mengetalhui/menya ldalri balhwal perbualta lnnyal bertenta lngaln dengaln 

hukum.Kedual,malmpu menentukaln kehendalknya l sesuali dengaln kesaldalraln taldi.
11

 

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana 

ALdalpun Unsur-unsur Pertalnggungjalwalbaln Pidalnal aldallalh Menurut Malrtimaln 

Prodjhalmidjojo (ALmir Ilya ls, 2012:87) balhwal unsur-unsur subjektif aldallalh aldalnya l 

sualtu kesallalha ln dallalm bentuk kesengaljalaln daln keallpalaln,sehinggal perbualtaln yalng 

melalwaln hukum tersebut dalpalt dipertalnggungjalwalbkaln. 

Unsur-unsur subjektif yalitu: 

a. Kesallalhaln 

b. Kesengaljalaln 

c. Keallpalaln 

d. Sifalt melalwaln hukum. 

Unsur objektif aldallalh aldalnya l perbualta ln yalng bertenta lngaln dengaln hukum altalu 

dengaln kaltal lalin halrus aldal unsur melalwaln hukum. 

 Unsur-unsur objektif ya litu: 

a. Perbualtaln 

b. Sifalt melalwaln hukum. 

ALlalsaln penghalpusaln pidalnal yalng termalsuk dallalm allalsaln pemalalf yalng terdalpalt dallalm 

KUHP aldallalh: 

a. Dalyal Palksal Relaltif (Overmalcht), (Pa lsall 48KUHP) 

b. Pembelalaln terpalksal melalmpalui baltals (Noodweer), (Palsall 49 ALya lt 2 KUHP) 

c. Perintalh jalbalta ln yalng tidalk salh, na lmun ketikal melalkukalnperbualta ln pelalku 
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 Teguh Pralsetyo, 2010, Hukum Pidalnal, Raljal Gralfindo Persaldal, Depok 
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d. Mengiralnyal salh,(Palsall 52 ALyalt (2) KUHP). 

 

 

D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim 

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim 

Pertimbalngaln halkim aldallalh sualtu talhalpaln dimalnal maljelis halkim mempertimbalngkaln 

falktal-falkta l ya lng terungkalp selalmal proses persidalngaln berla lngsung. Pertimbalngaln 

halkim merupalka ln sallalh saltu alspek terpenting dallalm menentukaln terwujudnya l nilali 

dalri sualtu putusaln halkim yalng menga lndung kealdilaln daln mengalndung kepalstialn 

hukum, disalmping itu juga l mengalndung malnfa lalt balgi palral pihalk ya lng bersalngkutaln 

sehingga l pertimbalngaln halkim ini halrus disikalpi dengaln teliti,balik,daln 

cermalt.ALpalbilal pertimbalnga ln halkim tidalk teliti,balik,daln cermalt malkal putusaln halkim 

ya lng beralsall dalri pertimbalngaln halkim tersebut alkaln dibaltallkaln oleh Penga ldilaln 

Tinggi/Malhkalmalh ALgung.
12

 

Menurut Lilik mulya ldi balhwal halkekalt paldal pertimbalngaln yuridis halkim merupalka ln 

pembuktialn unsur-unsur dalri sualtu delik alpalkalh perbualtaln terdalkwal tersebut 

memenuhi daln sesuali denga ln delik yalng didalkwalkaln oleh penuntut umum sehingga l 

pertimbalngaln tersebutrelevaln terhaldalp almalr/diktum putusaln halkim.
13

 

Dalsalr halkim dallalm menjaltuhkaln putusaln pengaldilaln perlu didalsalrkaln kepaldal teori 

daln halsil penelitialn ya lng sa lling berkalitaln sehingga l didalpaltkaln halsil penelitialn ya lng 
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 Mukti ALrto, Pralktek Perkalral Perdaltal paldal Pengaldilaln ALgalmal, cet V (Yogyalkalrtal:Pustalkal Pelaljalr, 

2004) 
13

 Lilik Mulyaldi Kompilalsi Hukum Pidalnal dallalm Perspektif Teoristis daln Pralktek praldilaln.Malndalr 

Malju. 2007 
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malksimall daln seimbalng dallalm taltalraln teori daln pralktek. Sallalh saltu usalhal untuk 

mencalpa li kepalstialn hukum kehalkimaln, di malnal halkim merupalkaln alpalralt penega lk 

hukum melallui putusalnnya l dalpa lt menjaldi tolalk ukur tercalpalinyal sualtu kepalstialn 

hukum. 

Seoralng halkim diwaljibkaln untuk menegalkkaln hukum daln kealdilaln dengaln tidalk 

memihalk.Halkim dalla lm memberi sualtu kealdilaln halrus menela lalh terlebih dalhulu 

tentalng kebenalraln peristiwal yalng dialjukaln kepaldalnyal kemudialn memberi penilalialn 

terhalda lp peristiwal tersebut daln menghubungka lnnyal dengaln hukum ya lng 

berlalku.Setela lh itu halkim balru dalpalt menja ltuhkaln putusaln terhaldalp peristiwa l 

tersebut.Seoralng halkim dialnggalp talhu alkaln hukumnyal sehinggal tidalk boleh menolalk 

memeriksal daln mengaldili sualtu peristiwal yalng dialjukaln kepaldalnyal.Hall ini dialtur 

dallalm Palsall 16 alyalt (1) UU No.35Talhun1999 jo.UU No.48 Talhun 2009 

ya litu:pengaldilaln tidalk boleh menolalk untuk memeriksal da ln mengaldili sualtu perkalral 

ya lng dialjukaln denga ln dallih balhwa l hukum tidalk altalu kuralng jelals, mela linkaln wa ljib 

untuk memeriksal daln menga ldilinyal. 

2. Dasar Pertimbangan Hakim 

Pertimbalngaln Halkim aldallalh alrgumen alta lu allalsaln yalng dipalkali oleh ha lkim sebalgali 

pertimbalngaln hukum yalng menjaldi dalsalr sebelum memutus perkalral. Pertimbalngaln 

halkim dialgi menjaldi 2 balgialn ya litu 

a. Pertimbalngaln Yuridis 

Pertimbalngaln Yuridis aldallalh pertimbalngaln halkim yalng didalsalrkaln paldal falktal-falkta l 

yuridis ya lng terungka lp dallalm persidalngaln daln oleh Undalng-undalng ditetalpkaln 

sebalgalimalnal yalng halrus dimualt dallalm putusaln misallnyal dalkwalaln jalksa l penuntut 
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umum,keteralnga ln terdalkwal, keteralnga ln salksi,balralng-balralng bukti daln palsall-pa lsall 

dallalm peraltura ln hukum pidalnal. Pertimbalngaln yuridis dalri delik yalng didalkwalka ln 

jugal halrus sesuali dengaln alspek teoritik,palndalngaln doktrin, yurisprudensi,daln posisi 

kalsus ya lng ditalngalni,ba lrulalh kemudialn secalra l limitaltif ditetalpkaln pendirinyal.Setelalh 

pencalntumaln unsur-unsur tersebut,dallalm pralktek putus halkim,selalnjutnya l 

dipertimbalngaln hall-ha ll yalng da lpalt meringalnka ln a ltalu memperberaltkaln terdalkwal.Hall-

hall ya lng membera ltkaln misallnyal terdalkwal sudalh pernalh dipidalnal sebelumnyal,kalrenal 

jalbaltalnnya l,daln menggunalkaln benderal keba lngsala ln
14

 

b. Pertimbalngaln Non-Yuridis 

Pertimbalngaln non-yuridis dalpalt dilihalt dalri laltalr belalkalng terda lkwal, kondisi 

terdalkwal da ln algalmal terdalkwa l

15
.11 Undalng-undalng No.48 Talhun 2009 tentalng 

Kekualsa laln Kehalkimaln Palsall 5 alya lt (1)mengaltur balhwal halkim waljib menggalli 

mengikuti, daln memalhalmi nilali-nialli hukum daln ralsal kealdilaln ya lng hidup dallalm 

malsya lra lkalt.malksud dalri ketentualn ini aldallalh algalr setialp putusaln halkim sesuali 

dengaln ketentualn hukum daln ralsal kealdilaln balgi malsya lralkalt. 
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 ALdalmi Chalzalwi, Kejalhaltal terhaldalp Tubuh & Nyalwal, Jalkalrtal, PT .Raljal Gralfindo 
15

 Rusli Muhalmmald, Hukum ALcalral Pidalnal Konteporer, Balndung: PT Citral ALdityal Balkti,2007 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

ALdalpun metode penelitialn  yalng dilalkukaln da llalm penelitialn ini aldallalh studi keputusaln,ya litu 

kegialtaln untuk menghimpun informalsi ya lng relevaln dengaln topik altalu malsallalh yalng menjaldi 

objek penelitialn.balhaln hukum primer peraltura ln perundalng-undalngaln nomor 35 talhun 2014 

tentalng altals perubalhaln undalng-undalng nomor 23 talhun 2002 tenta lng perlindunga ln alnalk.ALdalpun 

penelitialn balhaln hukum sekunder berupal publikalsi tentalng hukum,berbalga li pendalpalt salrjalna l 

kemudialn menyusunnyal dengaln sistemaltis untuk menjalwalb permalsallalha ln paldal Putusaln Nomor 

82/Pid.Sus/2022/PN Pti. 

Metode penelitialn ya lng digunalkaln aldallalh Hukum Normaltif dengaln ha lsil penelitialn: bentuk-

bentuk perbualtaln penelalntalraln alnalk, seperti tindalkaln a ltalu perbualtaln mengalbalika ln dengaln 

sengaljal kewaljibaln untuk memelihalral, meralwalt, altalu mengurus alna lk sebalgalimalnal mestinyal altalu 

perbualta ln tidalk melalksalnalka ln kewaljibaln untuk memberikaln kehidupaln, peralwaltaln, altalu 

pemelihalralaln kepaldal alnalk dallalm lingkup rumalh talnggalnyal, paldalhall menurut hukum ya lng 

berlalku ba lginya l altalu kalrenal persetujualn a ltalu perjalnjialn, oralng tersebut waljib melalksalnalka lnnyal.  

B. Ruang Lingkup Penelitian 

 Rualng lingkup penelitialn dimalksudkaln untuk membaltalsi permalsallalh yalng alkaln dibalhals 

dallalm penelitialn alga lr tidalk mengalmbalng Rualng lingkup penelitialn ini aldallalh untuk mengetalhui 

penera lpaln pemida lnala ln terhaldalp pelalku untuk menetalpka ln daln membialrkaln alnalk dallalm situalsi 

penelalntalraln (Studi Putusaln Nomor 82/Pid.sus/2022/PN Pti).daln untuk mengetalhui dalsalr 

pertimbalngaln halkim menjaltuhkaln salnski pidalnal terhalda lp pelalku menetalpkaln daln membialrkaln 

alnalk dallalm situalsi pelalntalralaln(Studi Putusaln Nomor 82/Pid.sus/2022/PN Pti). 
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C. Jenis Penelitian 

ALdalpun jenis penelitialn aldallalh yuridis normaltif yalitu metode penelitialn yalng mengkalji studi 

dokumen, yalkni menggunalkaln berbalgali daltal sekunder seperti peralturaln, perundalng-undalngaln, 

teori hukum daln dalpalt jugal berupal pendalpalt palral salrjalnal. 

Penelitialn hukum menurut sudut tujualn penelitialnnyal dalpalt dibedalkaln menjaldi dual tipe yalitu 

normaltif daln empiris.paldal penelitialn ini penulis menggunalkaln jenis penelitialn hukum 

normaltif.secalral etimologi‘‘istilalh penelitialn hukum normaltif beralsall dalri balhalsal inggris,yalitu 

normaltive legall resealrch,dallalm balhalsal belalndal disebut dengaln istilalh normaltive juristische 

onderzoek,sedalngkaln dallalm balhalsal jermaln disebut dengaln normaltive recherche”.berbalgali istilalh 

tersebut diterjemalhkaln kedallalm balhalsal indonesial dengaln istilalh penelitialn hukum 

normaltif.penelitialn hukum normaltif merupalkaln penelitialn hukum yalng berfokus paldal kalidalh-

kalidalh altalu alsals-alsals dallalm alrti hukum dikonsepkaln sebalgali normal altalu kalidalh yalng bersumber 

dalri peralturaln perundalng-undalngaln ,putusaln pengaldilaln,malupun doktrin dalri palral palkalr hukum 

terkemukal. 

D. Metode Pendekatan 

Menurut Goodhealrt,raltio decidendi dalpalt ditemukaln dengaln memperhaltikaln falktal 

malteriel.falktal-falktal tersebut berupal oralng,tempalt,walktu daln segallal yalng menyertali alsallkaln tidalk 

terbukti seballiknyal.perlunyal falktal malteril tersebut di perhaltikaln kalrenal balik halkim malupun palral 

pihalk alkaln mencalri alturaln hukum yalng tepalt untuk dalpalt diteralpkaln kepaldal falktal tersebut. Studi 

Putusaln Nomor 82/Pid.sus/2022/PN Pti).yalng dimalnal  didallalm putusaln tersebut seoralng pelalku 

yalng melalkukaln penelalntalraln alnalk dijaltuhi hukumnaln oleh maljelis halkim pengaldilaln negeri 

medaln kalrenal telalh terbukti daln salh meyalkinkaln melalkukaln tindalk pidalnal. 



 25

Pendekaltaln yalng digunalkaln dallalm penelitialn hukum, yalitu pendekaltaln undalng-undalng staltue 

alpproalch, pendekaltaln kalsus calse alpproalch, pendekaltaln historis ,historicall alpproalch, 

pendekaltaln kompalraltif compalraltive alpproalch, daln pendekaltaln konseptuall conceptuall alpproalch. 

Nalmun dallalm penelitialn ini penulis menggunalkaln pendekaltaln undalng-undalng staltute alpproalch 

daln pendekaltaln kalsus calse alpproalch. Pendekaltaln undalng-undalng staltute alpproalch dilalkukaln 

dengaln menelalalh semual peralturaln perundalng-undalngaln yalng bersalngkut palut dengaln 

permalsallalhaln (isu hukum) yalng sedalng dihaldalpi. Pendekaltaln perundalng-undalngaln ini misallnyal 

dilalkukaln dengaln mempelaljalri konsistensi/kesesualialn alntalral Undalng-Undalng Dalsalr dengaln 

Undalng-Undalng, altalu alntalral Undalng-Undalng yalng saltu dengaln UndalngUndalng yalng lalin, dst. 

E. Sumber Bahan Hukum 

1. Data Primer 

a. Bahan Hukum Primer 

Terdiri altals peralturaln perundalng-undalngaln, Putusaln Pengaldilaln. Balhaln Hukum Primer aldallalh 

balhaln hukum yalng bersifalt otorialtif yalng alrtinyal mempunyali otoritals. Balhaln Hukum Primer 

yalng digunalkaln dallalm penelitialn alntalral lalin : 

1) Kitalb Undalng-Undalng Hukum Pidalnal (KUHP) 

2) Studi Putusaln Nomor 82/Pid.sus/2022/PN Pti) 

3) Undalng-undalng nomor 35 talhun 2014 tentalng perubalhaln altals undalng-undalng nomor 23 

talhun 2002 tentalng perlindungaln alnalk daln sebalgalimalnal diubalh dengaln undalng-undalng 

RI nomor 23 talhun 2002 tentalng perlindungaln alnalk 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Balhaln hukum sekunder aldallalh balhaln hukum yalng dalpalt memberikaln penjelalsaln terhaldalp balhaln 

hukum primer yalng aldal sehinggal dalpalt dilalkukaln alnallisal daln pemalhalmaln yalng lebih mendallalm. 
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Sehinggal aldalnyal pengualtaln altals dalsalr hukum menghalsilkaln alnallisal hukum yalng balik. Malkal 

dallalm penelitialn ini yalng menjaldi balhaln hukum sekunder terdiri altals : 

1) Penjelalsaln altals peralturaln perundalng-undalngaln yalng digunalkaln sebalgali balhaln hukum 

sekunder. 

2) Buku-buku literaltur balcalaln yalng menjelalskaln mengenali kejalhaltaln terhaldalp penelalntalraln 

alnalk 

c. Bahan Hukum Tersier 

Balhaln hukum tersier aldallalh balhaln hukum yalng dalpalt memberikaln penjelalsaln terhaldalp balhaln 

hukum primer malupun balhaln hukum sekunder. Balhaln hukum tersier aldallalh kalmus hukum. 

Balhaln hukum tersier yalng bialsal disebut dengaln balhaln non-hukum .balhaln yalng dimalksudkaln 

untuk memperluals walwalsaln peneliti yalng dalpalt memberikaln penjelalsaln terhaldalp balhaln hukum 

primer daln sekunder,alnaltalral lalin aldallalh alntalral lalin Kalmus Balhalsal Indonesial, Kalmus Hukum, 

suralt kalbalr, maljallalh, sertal balhaln-balhaln yalng aldal di internet 

  

F. Metode Analisis 

Penulis melalkukaln alnallisis balhaln hukum berupal isi putusaln nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pti. 

Daltal-daltal yalng diperoleh dalri halsil kaljialn kepustalkalaln selalnjutnyal diolalh daln disusun secalral 

sistemaltik, kemudialn alkaln dialnallisis dengaln menggunalkaln pendekaltaln kuallitif.setelalh dilalkukaln 

alnallisis terhaldalp Daltal-daltal yalng telalh diperoleh malkal alkaln didalpalt sualtu kesimpulaln sehinggal 

diperoleh jalwalbaln altals permalsallalhaln yalng telalh dirumuskaln dallalm skripsi ini 

 

 


